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. aday anvartemen’? Port- e Sk pt - T
pola hidup pada apartemen? Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas dapa diperpanjang lagi
It ey,

Maraknya bisnis apartemen di negara Kita, dari kaca mata hukum, dapat dikatakan
] Lt L ol t

bertitik tolak dari dilulurkannynUndang—Undamg No. 16 Tahun 1985 tentany

o

(UURS), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemering
tentang Rumah Susun (PPRS).

Rumah Susun
ah No. 4 Tahun 1988

II. SEKITAR RUMAH SUSUN DAN APARTEMEN

Dengan tetap memperhatikan aspek lainnya, patut kita telaah di sinj bagaimana
pengaturan hukum positif mengenai rumah susun dan apartemen. Apakah kedua istilah

itu (rumah susun dan apartemen) secara normatif mempunyai pengerti

an yang sama atau
berbeda? |

Apabila kita mempelajari seluruh ketentuan yang terdapat dalam UURS, PPRS,
sampai dengan SK Menpera No. IVKPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli
Satuan Rumah Susun yang dikeluarkan pada tanggal 17 Nopember 1994, sama sekali tidak
akan kita dapati penyebutan atau pengistilahan apartemen. Walaupun tidak dapat

ditemukan istilah apartemen dalam peraturan perundangan terkait, istilah inilah yang lebih
populer di masyarakat.

Kiranya perlu dikaji lebih lanjut oleh para ahli sehubungan dengan latar belakang
lebih favoritnya istilah apartemen dibandingkan dengan rumah susun. Menurut hemat
kami, hal ini semata karena “gengsi” saja, karena istilah apartemen terkesan lebih
menunjuk pada mewahnya rumah susun yang bersangkutan. Meskipun demikian, ada
penulis yang berpendapat, bahwa apartemen dan rumah susun itu berbeda karena rumah
susun khusus dipergunakan sebagai tempat tinggal, sedangkan apartemen juga untuk
tempat usaha." Untuk menghindari debat berkepanjangan mengenai permasalahan
demikian, pada penulisan ini, kami hanya akan mempergunakan istilah rumah susun
sebagaimana yang terdapat dalam UURS.

Menurut Pasal | UURS, rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang
dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan
secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan
yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat

Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Prakiek, Buku 11, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994,
him. 327,
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mempersoalkan sedikitnya tent
1. Apakah kata “terutama untuk tempat hunian™ it hanya sckadar penckanan, dalam
a diperuntukkan bagi sclain tempat hunian, di mang

arti (satuan) rumah susun dapat pul
ang terdapat dalam UURS?

baginya pula berlaku secara total ketentuan'y
ang-undang berkehendak, bahwa jika ternyata kemudian

2. Ataukah pembentuk und
1 selain sebagai tempat hunian, maka selama

(satuan) rumah susun juga dipergunakar

undang-undang mengenai hal itu belum dibentuk, dapatlah UURS diterapkan baginya,

dengan penyesuaian seperlunya?

Dalam hubungannya dengan penggunaan rumah susun terutama sebagai tempat
hunian ini, yang patut disayangkan adalah bahwa Undang-Undang No. 4 Tahun 1992
Pemukiman sama sekali tiduk menyinggung mengenai rumah

tentang Perumahan dan
1 demikian apabila kita hubungkan

susun yang dipergunakan sebagai tempat hunian. Dengar
dengan dua pertanyaan di atas, persoalannya semakin kabur.

Berkaitan dengan permasalah ini, Boedi Harsono berpendapat bahwa UURS ini
mengatur rumah susun terutama untuk tempat hunian. Mengingat bahwa dalam
kenyataannya ada kebutuhan akan rumah susun yang bukan untuk hunian yang menduku'ng
fungsi pemukiman dalam rangka menunjang kehidupan masyarakat, antara lain misalnya
untuk tempat usaha, tempat perbelanjaan, pertokoan, perkantoran, perindustiran, maka
umzk dapat menampung kebutuhan tersebut ketentuan-ketentuan dalam undnng-llndang
Sclpci,?::;]::n berlaku juga terhadap rumah susun bagi keperluan lain dengan penyesuaian
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Dengan menckankan kata “penyesunian seperlunya™ sepertinya Boedi Harsono
berpendivian bahwa tidak semua ketentuan yang terdapat dalim UURS dapat dipergunakan
bagi rumal susun yang bukan diperuntukkan dan dipergunakan sebagai tempat hunian,
Lebih tanjut, menurat Kamy, hal ini berarti bahwa diperlukan suatu undang-undang yang
mengatur mengenal “penyesuaian seperiunya” tersebut di atas.

Hal im pelu kita garis bawahi bersama, karena sebagaimana telah dimaklumi,
“penyesuaian” terhadap suatu undang-undang juga harus dilakukan melalui undang-
undang, scsuai dengan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dan Stufenbautheorie
menurut Hans Kelsen.* Karena itu “penyesuaian seperlunya” dimaksud tidak dapat
dilaksanakan sekadar melalui suatu surat edaran atau semacamnya, yang Kualitasnya berada
di bawah undang-undang. Apabila ketentuan yang demikian dilakukan secara konsekuen,
maka “banjiarnya” surat edaran di negara kita, seperti yang dikhawatirkan sebagai
pengamat,' dapat dihindari.

Dalam kaitan ini, dapat kita katakan bahwa perluasan (atau penyimpangan?) terhadap
UURS telah dilakukan oleh Pasal 7 PPRS, di mana ditetapkan bahwa rumah susun dapat

dipergunakan sebagai tempat hunian atau bukan tempat hunian.

Penyimpangan yang lebih nyata dapat kita tunjuk pada SK Menpera No. [1/KPTS/
1994, yang meskipun latar belakang terbitnya dimaksudkan untuk mengimbangi pesatnya
perkembangan permasalahan yang berkaitan dengan rumah susun, akan tetapi di dalamnya
masih terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan dalam hubungan dengan konsistensinya

terhadap ketentuan yang lebih tinggi.®

Dalam hubungannya dengan pengaturan ini, kiranya' pendapat Bagir Manar perlu
digarisbawahi, bahwa berdasar faktor waktu, teknis, urgensi dan elastisitas tidak berarti
bahwa setiap hal dapat didelegasikan pengaturannya (kepada peraturan di bawah undang-

undang) atau tanpa batas-batas tertentn.®

3 Mengenai Stufenbautheorie dapat dilihat, misalnya, pada: Darji Darmodihatjo & Shidarta, Pokok-
pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukin Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, [995, him, 98-100.

4 Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Buku 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994,
hlm, 3. :

5 Lihat: Arie S. Hutagalung, “Implikasi Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun terhadap
Developer dan Konsumen,” dalam: Newsletter, NO. 20/TH. VI/Maret 1995, Jakarta: PPH, hlm.
I5. '

% Baca: Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Ind-Hill. Co., 1992,

him. 45,
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111. MANIPULASI [HUKUM

atau badan hukum
) dapat memiliki hak milik atas satuan rumah susun yang

ai Pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria

Bahwa orang asing asing yang berkedudukan di Indoneg;,
(1 L L} . . Sia
(sclanjutnya discbut: pihak asing
anah berstatus hak pakai, sest

dibangun di atas t
yemang dimungkinkan.

(UUPA) jo. Pasal 8 UURS, n
hanya disoroti permasalahan yang berkaitan dengap

Pada pembahasan di bawah ini
atas satuan rumah susun yang dibangun di atas

penguasaan dan pemilikan pihak asing
tanah hak milik atau hak guna bangunan.

asal 21 dan 30 UUPA jo. Pasal 8 dan 36 UURS dipersyaratkan bawha yang
anah hak milik dan tanah hak guna bangunan serta hak milik satuan rumah
as tanah hak milik atau di atas tanah hak guna bangunan

~ Melalui P
dapat memiliki t
susun yang dibangun di at

hanyalah warga negara (WN) Indonesia dan badan hukum Indonesia.” Karena itu, secara
)

normatif yuridis tertutup kemungkinan bagi warga negara ataupun badan hukum asing
[
untuk memiliki tanah atau satuan rumah susun yang demikian. '

Jika tanah yang di atasnya dibangun rumah susun itu berstatus hak milik atau hak
guna bangunan, maka pihak asing itu hanya mungkin menggunakan suatu satuan rumah
susun atas dasar sewa dari g an g

as dasar sewa dari penyelenggara pembangunan rumah susun yang masih menjadi

pemegang hak milik atas satuan rumah susun atau pihak lain pemilik satuan rumah susy
n

yang bersangkutan.®

Ketentuan hukum yang demikian dewasa ini seakan “digugat” keberadaannya. Pa
pengusaha mengedepankan alasan bahwa sudah pada masanyalah kepada orang atau t.)ad .
hukum asing diberikan kemungkinan untuk memiliki satuan rumah susuna mengi N
banyak tenaga kerja asing yang bekerja dan bermukim di Indonesia, yang p’ld"l h k'l:mgm
menyimpan hasrat besar untuk dapat memiliki satuan rumah sus'un R

Sementara itu 201 , :
i o sebagian tokoh yang duduk di pemerintahan juga sepertinya
can “ane " : . ‘ot :
Vietnam dan R gin”, sambil menunjuk praktik hukum yang ada di negara tetangg
1etnam dan 1 Ralve : o Beke L ad.
epublik Rakyat Cina menjadi contoh favoritnya, karena kedua nega ;c.’t.
’ ¢ ra ini
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Boedi Harsono, H I
{ s Hukum Agraria Indonesi i
ol esia: Sejar
PO esia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya
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memberikin kemungkinan pengunsaan tanuh kepada orang asing d

. ' alam jangka wakty
relatif sangat panjang, sekitar 75 1ahun,

Di sinilah sesungguhnya kemantapan pelaksanaan hukum di negeri kita ini diuji. Salah
satn yang patut dijadikan perhatian kita semua adalah apakah kita mau “menggadaikan”
tanah yang kita miliki pada pihak asing, dengan dalih demi investasi, sementara banyak
dari warga masyarakat yang sama sekali belum mempunyai tempat tinggal, Apakah mereka

yang termasuk dalam kelompok itu “sah-sah” saja untuk dikorbankan, meskipun dengan
memajukan alasan demi pembangunan?

Dalam praktiknya, apa yang dikehendaki oleh sebagian developer dan pihak asing
untuk dapat memiliki hak milik atas satuan rumah susun, sepertinya, dalam praktik

hokumnya, dapat dilaksanakan, meskipun belum teruji melalui putusan lembaga peradilan
tertinggi mengenai keabsahan dan akibat hukumnya.

Model perkongsian “Ali-Baba” yang biasa diterapkan oleh sementara kalangan bisnis,”
juga dapat dianalogikan penerapannya dalam hal pemilikan oleh orang asing ini.

Bagaimana caranya agar seorang asing, sekurang-kurangnya, dapat memiliki atau
menguasai hak milik atas satuan rumah susun? Legal document apa yang. harus
dipersiapkan? Tanpa berburuk sangka dan menuding hidung pihak tertentu, cobalah

diperhatikan alternatif yang diberikan oleh beberapa law firms di Jakarta, khususnya
apabila pertanyaan di atas kita ajukan.

Di sini diperlukan adanya kerja sama dari seorang warga negara Indonesia untuk mau
“dipasang” namanya dan dijadikan “boneka” demi kepentingan orang asing itu. Tentu saja,
dan yang demikian biasanya, dengan memberikan sejumlah imbalan tertentu kepada warga
negara Indonesia yang bersangkutan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, tetap
dipasang dan dipersiapkan “ranjau-ranjau” untuk melindungi kepentingan orang asing itu,
sebagal “senjata” yhng dapat dipergunakan sewaktu-waktu, apabila warga negara yang
dipinjam namanyua itu “rewel” dan berusaha memiliki hak milik satuan ramah susun yang
telah dimilikinya itu (sebagai trustee).

Pemanipulasian hukum untuk tujuan tersebut di atas ditakukan melalui konsep Ali-

Perhatikan kasus Edi Tanzil baru-baru ini. Di persidangan terbukti, bahwa meskipun pemegang
saham dan pengurus perusahaannya tercantum nama orang lain, akan tetapi secara de facto semua
kekuasaan dan penenty dalam perusahaan itu terpusat di langannya, Karena itu yang

bersangkutannyalah yang diajukan sebagai lerdakwa, sementara pihak lain yang dipinjam namanya
itu hanya dijadikan saksi. ‘
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Baba itu (jika kita dapat mengistilahkannya tlcmiki:m)(.Icugunmcmpcrmupknn,;lm;,m]“in'
aba itu (jika kita dap; |

dokumen-dokumen:

e dalam dokumen ind dinyatkaan bahwa si Ali meno.
Pengakuin hutang. Dengan dan dalam duky

meminjam dan karenanya berhut ' .
A ity semata-mata diperuntu

THY = b Wigm KT ol
tertentu (yang sesungguhnya dipilih olch Baba). Agar terlihat lebih “serius”, padany,
Cr [:[‘ ' | | -, 1 " H ,J AL 3 ‘ "
licantumkan pula batas waktu dan cara pengembalian hutang itu (biasanya 20 tahun, sesuj
dicantumki a bata b .

i atas satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah hak

ang sejumlah uang tertentu kepada si Baba, di mang Uitng

inerolel an untuk membeli satuan rumah susup
/1 ; nny
yang diperole

dengan jangka waktu hak milik
guna bangunan) serta bunganyi.

Perjanjian sewa menyewa. Dengan pcrj'am_ji:m ini, yang IJiilSElll;'y{l:ill.gfl ?cr;lkhir pada
saal yang bersamaan dengin I)cr:lljchfrnb’il jangka Wi'kl'” h.‘lk'””'lk d'l;!:rstl’luun rumah
susunnya, diperolehlah legalitas bagi si Baba untuk mendiami L’lcli'l Un'ggtl I satuan r-umuh
susun itu, yang sccara formalnya didapati dengan ”“"”)’.‘?W“ dari si AI': L_J”“"k 'mc."ghmduri
hal-hal yang tidak diinginkan, biasanya dalam perjanjian yang dcr?ukmn ini dinyatakan
bahwa harga sewa untuk seluruh jangka waktu masa sewa lc'lzlh dibayar lunas. Dengan
demikian terkuncilah “pintu’” bagi si Ali untuk di kemudian hari dapat mempermasalahkan
dan menuntut pembayaran sewanya.

Surat kuasa menjual. Dengan surat kuasa ini diberikan hak bagi si Baba, sebagai
pelunasan hutang Ali, sesuai dengan dokuemn pertama di atas, untuk menjual hak milik
atas satuan rumah susun itu pada pihak ketiga (warga negara Indonesia) dengan harga
dan persyaratan yang dianggap baik oleh pemberi hutang. Surat kuasa ini sebenarnya
merupakan salah satu senjata yang bisa dipergunakan oleh pihak asing itu, untuk paling
tidak menerima kembali seluruh uang yang telah dikeluarkannya saat pembelian satuan

rumah susun, bila ternyata di kemudian hari, entah bagaimana, “bonekanya” hendak
melunasi seluruh hutang yang ia buat pada saat ia ingin membeli apartemen yang
bersangkutan,

Trustee agreement. Dokumen ini akan dipergunakan bilamana pihak Indonesia tetap
“membandel”. Di dalamnya akan ditentukan bahwa sesungguhnya pihak Indonesia itu
hanyalah semata-mata trustee belaka dari pihak asing dalam kaitannya dengan pemilikan
apartemen yang bersangkutan,

Surat pernyataan, Dengan surat ini Ali secara sepihak menyatakan bawha apartemen
itu sesungguhnya bukan dia pemiliknya, melainkan milik si Baba.

Surat persetujuan ahli waris, Dengan dokumen ini dimaksudkan bahwa para ahli waris
si Ali mengakui bahwa Ali hanyalah trustee belaka dan karena itu sama sekali tidak
mempunyai hak apapun terhadap apartemen yang beratasnamakan diri Alj itu.
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Terlepas dari cukup tidaknya secara formal “peng-cover-
yang berkaitan dengan permainan Ali-Baba itu dal
hak milik atas satuan rumah susun, ternyat

an” kepentingan para pihak
am hubungannya dengan kepemilikan

. : a dengan “akal-akalan™ tertentu toh bisa
ditembus larangan pemilikan apartemen oleh pihak asing,

W H 1al: ) ¥ H .
] Juga, ?Yllnuplm Jalan keluar yang dipraktikkan sementara kalangan tersebut di atas
u aya hasilnya. seiauh peneama: - .
belum teruji daya hasilnya, sejauh pengamatan kami. belum terdapat suatu yurisprudensi

pun yang berkenaan dengan hal ini, akan tetapi sudah pada saat dan tempatnya para ahli

hukum kita memikirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan “pelanggaran” yang cukup
canggih 1ni,

Kita tidak dapat hanya berbicara tentang etika dengan sementara kalangan yang
memanipulasi hukum seperti di atas. Etis atau tidak, agakanya sudah tidak dapat lagi

dijadikan ukuran dan bahan serta alat untuk menimbang dilakukan atau tidaknya model
Ali-Baba seperti tersebut di atas.

IV. PENUTUP

Terdapat banyak permasalahan hukum yang memerlukan klarifikasi yang berada di
sekitar ketentuan rumah susun,. Penjelasan dari istilah apartemen dan kondiminium,
misalnya, sangat dierpukan, sehingga dapat dihindari keragu-raguan yang berkembang
di tengah masyarakat kita. Memang secara umum dapat dikatakan bahwa kadang kala
suatu istilah itu dapat mempunyai pengertian yang sama dengan istilah lainnya, akan tetapi

pandangan awam ini tidaklah dapat mentah-mentah diambil-alih dan disamakan dengan
pandangan hukum. |

Kejelasan juga diperlukan dalam kaitannya dengan penerapan UURS dan PPRS besrta
peraturan pelaksananya terhadap rumah susun yang dipergunakan selain untuk hunian.

Kami tidaklah berpandangan konservatif dalam hubungannya dengan kemampuan
pihak asing memiliki hak milik atas satuan rumah susun. Selain aspek hukum, dalam hal
ini merubah UUPA dan UURS, yang juga perlu kita kaji bersama, apakah “layak” kita
memberikan kemungkinan itu kepada orang “luar” sementara banyak kalangan masyarakat

yang belum dan tidak mempunyai tempat tinggal. Dampak sosial yang mungkin timbul,
kiranya harus dijadikan salah satu titik tolak para ahli dalam kajiannya.

Selain itu, “akal-akalan” dalam memanipulasi hukum demi memungkinkan pihak
asing memiliki hak milik atas satuan rumah susun perlu dibatasi dan diperketat
pengawasannya, dan diberikan ancaman yang cukup berat bagi pihak yang tetap
melanggaranya. '
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